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bahwa untuk melagsanekan ketentuan Pesal 9 ayat (7). Pesal 11.
Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (5, Pasal 14 ayat (5), Pasal 19, Pasal
24 ayat (3), Pasel 25 eyat (7). Pasal 27 ayar {3), Pasal 2B ayat (2,
Pasal 29 ayat {4), Pasal 30 ayat (5 Peraturan DRuaerah Kabupalen
Malu<u Tengel Nomor 19 Tahum 2012 rentang Pajak Restoran,
oerlu ditetank an dengan Peramwran Supati.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana cdirmmaksud paca

huruf a, perlu merstipken Ferawran Bupat temang Tawa Caro

Pernunguan Pejak Restoran;

Undang-Undang Nomer &0 Tahun 183 tentang Penctapan Undang-
Undang Daruratr Nomor 23 Tahun 1957 rtcntang Pambemtulan

Daerah-Daerah  Swstantra  Tingkat 0 dalam Wilayah Daerah
Swatantra Tingkat 1 Maluku (Lembaran Negara Replblik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesiz Momor 16545},

Undang-Undang No. 8 Tahun 981 tentang Hukumn Acara Pidana
[Lembaran Negara Repubik Ingonesia Tahur 1921 Numer 7070}

Undang- Undang Nemor 4o ‘fahun 1992 1entang Pembentukan
Provinsi Maluku. Utara, Kabupaten Buruw dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999
Nomor 74, Tambahan Lermbaron Negora Republik Indonesia Nomor
3961 j. Undang-Undang Nomor & Tahun 2000 wentang Perubahan
Atas Lndang-Undang Nemor 46 Tahun 1009 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buwru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Momor 73, Tambahan !_embaran Megara Republik Indonesia Nomor

3985);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2003 tenwang Reuangan Negara
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahum 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indanesia Nomor 3286);

>. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat
dan Kabupaten Kepulavan Az o Provins Maluku (Lembaran
Negara Republik Indomesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43507}

6. Undang-Undang Nomer 0l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lombaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004
Nameor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4335);

7Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 Lentang  Penmbangan
Keuangan Antara Pemeriniah  Pusat  dan Pemerintahan Daerah
fLlembaran Negara Repuhblik Indenesia  Tahun 2004 Nemor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 443 8);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Ketribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomwor 130, Tambahan Lembaren Negara. Republik Indonesia
Nomor 5049); '

!1L.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201] tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia  Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dasrah  |(Lembaran Megara. Republit  indonesia  Tahunm 2014,
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia
Nomor 5587) sebagaimana (elsh diubah beberepa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomer © Tahum 2015 teniang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Jahun 2014 tentang
Pemenntahar  Daerah  [Lembaran Negara Republik  Indonesia
Fahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran: Negara Republik
Indonesia Nomor S679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Ferubahan
Batas Wilayah Kotarmadya Daegrah Tingkat I Ambon ([Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 lenang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 457 8);

i6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tanur 2005 tonrang Podoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);




18. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tshun 2015 tentang Prorubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidans {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Normor 5772);

19. Peraturan Pemerinteh Nomor 55 {ahun 2016 tentang ketentuan

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2016 Momer 244y,

20Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &) Tahun 2015 tentang
Pembentulkan Produk Hukum Dacrah IBera Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malukue Tengah Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pemberntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Maluku  Tengah ({Lembaran Daerah Kabupaten Malukuy Tengah
Tahun 2016 Nomor 183):

21 Peraturan Bupati Maluku Tengall Nomor 43 Tahun 2016 tentane
Kedudukan, Susunen Organisas{ dun Tata Kerja Dinus Daerah

Kebupaten Maluku Terigah (Berita Daerah Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2016 Nomor 265

MEMUTUSK AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANGC TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

RESTORAN

BaB |
KETENTUAN UMUM
Pasal §

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimeksud dengan :

1.
2,

s
(=R

Kabupaten adalsh Kabupaten Maluku Tengah.
Kepala Dacrah adalah Bupati Maluku Tengah.

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Paerai Kabupaten
Malulay Tengah.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Dzerah Kabupaten
Maluku Tengah.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil vang diberi tugas tertentu d ndang
perpajakan daerah sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Restoran adalah fasilitas penyedid makanan dan/atau minuman dengan
dipungut  bayaran yang mencakup Mpa rumah makan, rumah kopi,
warung  makarn, depot, kafe, kafetaria, kantin, warung, lkaraocke,
toko/kios/ warung penjualan roti/ kue dan sejenisnya, bar dan sejenisnya
termasuk jasa boga/ catering, .baik vang dinikmati di tempat maupun
yang dibungkus atau dibawa pulang.
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1.

12.

13,

14.

15.

16,

17.

18.

19.

a

Papk Restoran adalah pajpk atas pelayanan yang disediakan oleh
restaran,

Penglsaha Restoran  acaleh  perorangan  atau badan  yang
menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atay
untuk dan atas name pinak lain yang menjadi LANEEUNZENnD ya,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dar penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penemtuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatanpenagihan pajak kepada wajid pajak serta PENgAWASAD
PENYetOrannya.

Nomor Pekck Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah
normor yarg diberikan kepada Wajibh Pajk Daerah yang dipergunakan
scbaga: tanda pengenal diri atau dentitas Waiib Pajak Daerah dalam
mclaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. '

Sistem  Self Assesmentadalah suvaty  sistern dimana Wanb Pajak diberd
kepereayraan untuk menghilung sendiri pajak yang temacans.

Surat Pemberitahuan Objck Pajak  Dzerah. vang xelanjuinya  disingkat
SPOPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan unmuk melaporkan
Objek Palak sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daergh;

Surat. Femberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang cleh Wajib Pgjak digungkar untuk relzporkan

penghitungan dan/atan pembavaran pajak, cbjek pejak dan/atau bukan
objek pajakdan/atau bukdn harts dan kewajiban sesue dengan ketentuan
Peraturan perundang-undungan perpajalcan deerah:

‘Surat Setorun Pajek Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilaloakan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengancara lain ke kas
deerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk vleh Kepala Daerah,

Surat Ketetapun Pajak Daerah Kuramg Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKE, wdalah guracr ketetapan pajak yang menentukan besarnya
Jurnlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlsh kekurangan pembayaran
pokok pajak. besa.mya sanks adminisuratil dan jumlah pijek yang masih
harus dibavar.

Sura. Ketetapan Pajgk Daeran Kurang Bayar Tambahar, yang sslanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapBn pajek vAng menentukan
tambahan atas jurnlah papk yang telsh ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Dasrah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah Lredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak -
ada kredit pajak,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebith Bayar, vang selanjutnya disinghkat
SKPDLB,adalah surat ketetapan pajak wvang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran papk karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang,

Surat Tagihan Pajak Dacrah, yang scanjutnya disingkal STPD, adalah
<surat untuk melakukan tagihan pajak danfatau  sanks! administrasi
berupa bunga danfatau denda,

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hiung, danfatau kckeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yarg terdapat dalamm Surat Pemberitahuan Pagk Terutang, Surat
Ketetapar. Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
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Pajak Daerah Nihi]. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat

Tagihan Pagmk Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

21. Burat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajale
Daerah Nihjl, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, atay terhadap
pematongan atau pemungutan oleh pihak Ketiga yang diayukan oleh Wajb
Pajak .

2. Purusan Banding adalah Putusan -Badan Peradijan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak

23 Pemeriksaan adalah scrangkajan kegiatan menghimpun dan mengolah
«data, keterangan, danfatau bukti yang dilaksanakan secarn objektif dan
profesional berdasarkan suvaty standar pemeriksaan  unptuk  menguj
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daeral dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undargan perpajakan daerah.

24. Penyidikan tindek pidana di bidang perpajakan  daerah  adalah
scrangkaian tindukan yang dilakukan gleh penyidik untuk mencari gerta
mengumpulkan bukti yang dengan bukt iy membuat erang tindak
pidang df bidang perpajakan daersh yeng ierjadi - serta mensmukan
tersangkanya.

BAB [
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesaru
Pendaltaran

Pasel 2

(1] Setiap Wajlb Pajak Restoran wajb mendaftarkan usahanya Objek Pajak Restoran
dengan mengisl  formulir pendaftaran Wallb Pajak dan disempalkan kepada.
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lambar 30 (tigapuluh) hari
sebelum keygiatan usaha dimulai, kecuali ditentuksn lain.

(2} Formulir Pendaftaran Wajib Papk stbagaimana dimaksud pada ayar {3), diambil
sendirt aleh Wajilb Pajalkc di Badan Perndaparan Dacrah,

(3] Formulir Pendaftaran Wajyly Pajak sebagaimana dimaksud pada avet (1) wajbr diis
dengar benar, jelas, lengkap dan ditanda tangani oleh Waply Pajak dengan
relampirkan ;

5. Notocopy identitas din/f penaggung jawao penetima kuasa (KPT,SIM,PASPOR);
b. Fowocopy Akte Pendirian Perusahaan bagl Badan Uszha;
C. Surat keterangan domisili tempat usaha:
d. Burat izin usaha dari instansi yang berwenang; .
€ Surat kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan
dengan disertai fotocopy KTF, SIM, Paspor dan pembveri kuasa.
* Formulir Pendaltaran Wajib Pajak sebagaimans dimaksud pade ayat {3} harus
disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditenjuk, paling lambat 7

(tupuh) hari sejak tanggal diterima.
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[#} Wahpb pajak varg telah mendaftarkan sehagaimana dimaksud pada ayae (1), Kepala

)

(2)

[3)

(4

=

1)

Daerah menerbitken:

a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut defgan sislem pemungutan pajak
yang dikenakan;

h. Hartu NPWPLD:
Cc. Surar Pemberitabuan,

Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan Kewajban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.

Pembentahuan pcmuﬁgutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib
dipasang oleh Wajib Pajgk pada tempat vang mudsh dilihat, dibaca oleh
rengunjung/tamu hotel atay di tempat pembayaran kasir,

Bagian Kedud
Pelg pcsi'an

Fasal 3

Setap Wajib Pajak Restoran, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan
lengkep ditandatangan! oleh Wajib Pajak serta mepysmpaiken ke Badan
Pendapatan Daerah.

L
SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendid oleh Wajb Pajak di
Hadan Pendapaten Daerah,

SPTPD berisikan pelaporan atas omzel penerithaan brue Wajit Pajak atas
penyediaan pelayanan restoran dengan dipungul hayaran.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayver (1), dibkuka paling lama
10 [sepuluh hari) serelah berakhimya rmasa pajak.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada har: [ibur., maka batss
waktu penyampajan (S8PTPD) jatuh pada satu harl kerja berfkutnya.

Penyampaian SPTPD  sehagaimane dimaksud pada ayat (1) harus  disertad
lampiran :
#. Dolumen berupa rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan;

b, Rekapitulasi penggunaan benlout tindasan nota pembayaran (bill) atau struk
cash register; dan

C. Buktl setoran pajsk wang telah dilakukan (Tindasan Sural Setorap Pajak
Daerah),

SFTPD dianggap tidak disampatkan apabila tudak ditandatangani oleh walib Pajk

sehagaimana dimaksud pada ayat 1Y dan tidak dilampirkan ketcrangan atau

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat Bl

Pasal 4
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajpb Pajak dapat
muembenkan perpanjangan wakima penyampaian SPTPD paling lama 7 [tujah) hari
kerja.




(2]

(2)
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Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Waz)ib Pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat {l} diajukan secara tenulis disertai alasan vang jelas

sebelum berakhirnya batas waktu penyarpaian SPTPD sebagaimana dimaksud
dalaun pasal 3 asat (4.

Pzsal 5

Wajib Pajak dengan kemauan sendini dapat membetulkan SPTPD yang telah
disampaikan, dengan menyampaikan suret perayataan tertulis kepada Kepala
Daerah atau Pembat yang ditunjuk, dalam jangka waken 7 fiujuhl han sesudah

berakhirnys masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan
pemeiksaan,

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud ayat
{1}yang mengeakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenekan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) par bulan atas jumbah pajak
Kurang bayar dihitung sejak sgat berakhimya penyampaian SPTPD sampai
dengan langeal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

Bal 17
TATA CARA PENGHITUNCAN PAJAK
Pusal &

Tarl pajak restorgn ditetepHan sebesar 10% (seputuh pcrseﬁ}.

[}

@)

Pasal ¥

Pajaik restoran dihitung untuk Eetiap nota pé‘mba.ya:gn Btau bill yang dikeluarkan

oleh Wa)b Pajek dan atas jumleh yeng skan disayar oish pengunjung/ tarmu
restoran.

Penghitungan psjﬁl:c restoran gebagaimana dimaksud pada syast {1} ditetapkan
dengan Cara:

Makenan 40.000, 00
Minurman C 20,000,600
Snack 20000,00
Makanan dan minuman yang dibungkus  20.000,00
Jumlah 00L00,00
Pajak 10% 1600000
Jumlzh yang harus dibayar 110.000,00

Hasil penjumlahan yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus

sepululh nbu rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat [2) adalah merupeakan
dasar pengenaan pajak.




(T}

(2]

i)

(2)

&)

(7}

g8

BAB IV
. TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 5

Pajak restoran dipungut dengan sisiem Sef Assessment yang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajk untuk® menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan senditi pajak terutang Kepala Daerah atau Pelabat
yvang ditunjuk.

Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendin pajak
yang terutgng sebagaimane dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD.

Pasal S

Dalam jangka waktu 3 {lima] tahun s¢sudah saat teruiangnya pajak Kgpala
Caecrah atau Pejabat yang ditunjuk dapar menerbitkan:

g SPDKE dalarm hal:

1. Apabila berdasarkan hagil pemeriksaen aiau keterangan lain, pajsk yang
rerutang tidak atau kurang dibayar;

2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan dalam jangka
waktu 15 (imabelas) hari sejak diterima dan setelah ditegur secara tertulis

tidak disampaikan pada wekiunya sebagaimana ditentukan dalam surat
leguran;

3. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang torutang cihining
secara jabatan.

b SKPDKBT, apabila ditemukan datae bare dangalau data yung semula  belurn
terungkap yang menysbabkan penarmbanan jumlah pajak yang terutang.

c  SKPDN, apabila jumlah pejak yang terutang dan tdek ada kredil. pajnk.

Jumiah kekurangen pejek yang teruiang dalam SKPDKB sehbagaimana dimaksud
pada ayat (I} huruf & angks 1 dan angke 2, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen} per bulan dihitung dari pajpk yang kurang atan
terlambat dibayar untuk jangka wekitu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutang pajak samped dengan diterbitkannya SKPDKE.

Jumlah pajak vang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huraf a angka 3, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima) per bulra.n
dihitung dari pajak yang loarang atau terlambat bayar untuk jangka walktu pa.lmg
lama 24 [dua puluh empat) bulan dibitung sejak saat lerhutangnnya pajak
sam pai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Jumlah  kekurangan pajak yang  teutang  dalam SKPDRET sebagaimana
dimaksud pada ayat (), hurul b, dikenakan sanks) admimsiralil berupa kenaikan
pajak sebesar 100% (seratus persen] dari jumlah kekurangan pajek tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, udak dikenakan apabilla Wajb
Pajakmelaporkan sendii kekurangan pajak yang terutang sebefum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat {4 hdak dapat diterbitkan sebelum
dwdahului dengan penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimak;ud pada ayat {3},

SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat [4] dapat diterbitkan lebth dard 1
sary) kali untuk Masa Papk.




{1)

(2

4]

&

(&

(5}
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Pasal 10

Pajak terutang dihitung secara jabatan scbapaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat [3) adalah penetapan besamya paj@k terutang dilaloukan oleh Xepala Dacrah
atau Pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang
dimiliki Badan Pendapatan Daerah, Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dlakukan apabila:

a. Wajb Pajek Udak menyclenggarakan pembukoan dan pencatatan omzet
usahanya;

b, Wajb Pajek menyclknggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak
lengkap dan/atau tidakk benar;

c. Wajib Pajpk tidak mau mEnun_julcél.l'l pembukuan danfatau menolak untuk

dipenksa dan/atau menclak memberikan keterangan pada saat dilakukan
pemeriksaan.

d. Wajb Pajak tidek menggunakan nota pembayaran atau (pf]) yang berseri dan
bemomeor urut dan/atau; '

e Wayb Pajak  vang wajih  melegalisasi pota pembayaran (b)) tidak
melegalisasinya tanpa ada persetujuan Kepala Badan.

Sebalum dikenakan perhitungan pajak secarg jabasan, petugas pemeriksa telah
melakukan prosedur pemeriksaan sesuai  keientuan  perawran  perundang-
undangan yang berlaku.

Penetapan pajak secarn jebatan dapat didasarkan pada data omzel yang diperoleh
melalui salah satu ateu leblh dan 3 (tiga) cera/merode pemeriksaan dengen
tahapan prioritas sebagai berikut:

& berdasarkan hasil opname kas;

b. berdasatkan hesil pengamatan langsung & lokasi tempat usaha Wwajlb
Pajal;

c. berdasarkan data pembanding.

FPemeriksaan hasil vpname kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf g
dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan  dilakukan sekurang-kurangnya
sebanyak 3 (tiga) kal kunjungan dengan wakod dan hari yang berbeda.

Husil epname kas schagaimana dimsksud padd ayat (Sjakan dipakai sebagai nila
omzet per hari yang meruphRkKan nilal rata-rata dari kescluruhan penemimaan kas
rmenurut hasil kas opname lersebur,

Pecmeriksaan berdasarkan hasil pengamaian langsung di lokasi tempat usaha
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {4} huruf b, dilakukan dengan
Lindakan penungguansekurang-kurangnya sebanyak 10 (sepulub) kah sesual jam
operasl balk secara Lerus mensrus maupun berselang.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
omzet/pererimaan  ditaksir dan  dikitung berdasarken rataorata jumlah
pengunjung  perhari dan  rata-rata besamya  peémbayaran yang  dilakukan
perorangan/ pengunjung dengan daftar menu yang ada pada Wajibh Pajak

Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimalksud pada ayat (4)
hurulf ¢, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajb Pajak
dengan kondisi usaha yang scienis atau sekeclas antara lain dari fasilitas,
kapasitas, klasiikasi lokasi usaha, dan lain.lain secara proposional atau kondisi

asaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan

sebelumnya.

Data pembanding sebagaimana dimaksud  pada ayat (9] dapai  diperoleh
berdasarkan data yang ada d Pemenntah Daerah, atau sumbér lain yang dapat
dipercaya.




(1)
(2]

(3

{1

(2l
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Bagian Kedua
Pembavyaran

Pasal 11

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sckaligus dan lunas di kas daerah
melalul Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada nard libor, maka batas waktu
pernbayaran jatuh pada sata harl kerja tenkutnya,

Apabila pernbayaran papk tervtang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran
stbagaimana dimaksud paca ayat (1), dikenakan sanks1 admimstrasi berapa
bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan uniuk jangka waktu
paling lama 24 (dua pulyh empat] butan dan diragik dengan STPD.

Pasal 12

Pajak terutang dalam SKPOKB, $TPD waph dilunasi dalam jangka wakitu paling
lema 30 {tiga puluh] har se jak lﬂ.ﬂggnf diterbitkan. '

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDRKBT dan STPD yung tidak atsu kurang
dibayar satelah jatuh tempo pembayaran sehagaimana dimakeud pada ayat (1),
dikenakan sanksi administrasi berupa bungs scbesar 2% {dua persén) per talan,

Pasal 13

Terhadap usaha restoran yang dilakukan atas nama atal tanggungan beberapa orang
atau badan, atau lebih 1 (saf{u) orang atau beberapa badan, maka orang atau badan
MASINg-mMaging anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagal Wajib
Pajek dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya,

{1

(3

)

Pasal 14

Dalam hal pembayaran olch Eub}ck Pgjak atau pengunjung/tamu kepada Wajib
Pajak dipengaighi pleh Tabungen  istimews maka hargs jual ateu  harge
nenggantian dinitung atas das&r harga pasar yang wajar pada saat itu,

Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang berlaku juga untuk subjek pajak

atau penpunmung/tamu lammnya pada seat tu di tempatl restoran  yang
bersangkutan.

Hubungar: istimewa dianggap ada, apabila:

a, Qrang pribadi atauy badan pengusaha restoran balk langsung atau fdak
langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan orang pribadl atau
badan yang sama;

b Orang pribadi atau badan yang menyertakan modal sebesar 25% (dua muluh
lima persen’ atau lebih dar jumlah modal pads pengusaha restoran yang
bersangloutan.



()

(1

{2)

(3)
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Baglan Ketiga

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 15

Kepala Daerah atau Pojabat yang ditunjuk alas pormohonan Wajb Pajak sctelah
merenuiy persyaratan vang ditentukan, dapat memberilkkan persetujuan untuk
mengangsur atau menunda pembavaran pajak yang terutang dalam SKPDKB,
SKPDBT dan STPD dengan dikenakan bunga sebesar M6 (dua persen) per bulan,

Tata cara pembayaran angsuran danpemindaan pembayaran pajgk terutang

dilalcuk: 1n sebagalberilout:

a Wajlbh Papk yang akan meiakukan pembgyaran secara angsuran maupan
menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Daersh dengan disertal alasan yang jclas dan melampirkan
fotocopy  pajak terutang  dalam  SKPDKBT dap  STPD  yang diajukan
permohonannya,

. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf & harus sudah diterima
Kcpala Daereh paling lama 7 {tujuh} hari sehelum jatuh tempo pembayaran
yang ditentitkan;

¢ Permohonan eebagaimana dimaxsud pacda huwuf & harus meampirkan rincian
utang palak untuk masa pajak aay lahun pajak yang Tersangkutan atay
alagan-alasan yang mendukung diajukannya permohenan;

d. Permohonan pembayaran sscars angsuran méupun penundaan pembayaran
vang disetujul oiech Kepale Dasrah atau Pesjabat yang ditunjuk dituangkan
dalam surat keputusan, balk pembayaran secara angsuran maupun
penundean pembayaran yang baru dikeluarkan setslah terlebih dahulu
mendapar relaahan dan kepala bidang Pendaftaran, Pendatean dan Penetapan
dan Kepela BidangPenagihan dan Keberatan,

& Persetyjuan terhadap angsuran pajak scbagaiamana dimaksud pada huruf d
dinyatalkan lebih lanjut dalam sUrat perjanjian;

[ Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran
dalem jangkhs waktu 5 {lima) bulan,

Pasa) 16
Kepala Badan atau pejabat yang dicun:uk dapat menerbic kan STPD apabila:
z Pajalc Restoran dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar:

b Dan hasil penelitinn Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan
pﬂmbayaran sebpgai akibat salah tulis danf atau salah hitung,

¢ Wajb Papak dikenakan sanks{ administrasi berupa denda atau bumnga.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD scbagaimana dimalksud
pada ayat {1) huref a dan hurwf b, ditambal dengan sanksl administrasi berupa
bunga sebesar 2% {dua persen| per bulan untuk paling lama 15 {lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelsh jatuh tempo pembayaran atau
terlambat dibayar dikenakan sanksi adininistas) berupa bunga scbesar 2% (dua
persen] per bulan dan ditagh dengan STPD.




{1

i2)

(3)

k)

17

Pasal 17

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

dan Putusan Banding yang tidak atau kurang diba-_l,rar sctelah jatuh tempo
pemba yaran.

Tahapan pelaksanaan penagihen pajpk terutang yang bdak ataw kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagal berikut :

a. Kepala Daerah atan Pejabat yang ditunjuk dalam waktu sekurang kurangnya
7 {mujuh) har menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat
peringatan atal: surat lain yang scienis kepada Wapb  Pajpk  setelah
berakhimya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat
ketetapan pajak, surat pembetulan. sural koputusan keberatan dam putusan
banding dengan meéminta tanda penerimaan Surac leguran;

b. Kepala Dzerah selaku Pejabai menerbitkan Surar Paksa dan Surat Paksa
tersebut  diberitahukan oleh  Jurusita Pajuk kepada, Wajib Pajgk  atau
penanggung pajak dalam wakti paling singkat 21 (dua puluh satu) hari
geiclah surat teguran dileTima wajb. pajak dengan membuat Berita Acara
Pemberitahuan . Surat Paksa;

c  Kepala Dacrah selaku Pejabat menerbitkan Surai Perintah Melaksanakan
Penyitaan dan Jurusita Pejak melaksanakan penyitasn ates bargng-barang
truilile. Wmlb Paak dalam wektw paling singkat 2x24 (dua kali dua pulgh
empat] jam setelah pelaksanaan/pemberitahuen surat paksa oleh Kepela
Derah dengan membuat Berita Acare Pelaksanaan Penyitaan.

d. Kepala Daerah selaku pejpbat menebitkan Sual Pencabutan Sita dan
Jurusita Pelrk menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila;

1. Wgjib Pajak atau penanggung papk teiah melunasi utang pajak dan biaye
penaginen pajak;

2. Berdasarkan putusan pengadilan ataw putusan pengadilan pajak;
3. Diterapkan lain dengan kepuiusan Bupati,

c. Kepala Daersh atau Pejabat yvang ditunjuk dalam wakiu paling singkat la
fempat beins] hari mengumumken penjualan seoAra lelang ntks bafang
Pengelelaan Aset Daerah barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita
melalul media massg;

.  Kepaia Daerah menerbitkan surat keSempatan terakhir untuk melunasi utang
papk dan Diaya penagihan pajak dan Jurusita Papk ményamnpaikannya
kepada Wajib Pajak diantara waktu sebagaimana tersebur pada huruf ¢
sampal dengan wakiu sebagaimana (ersebut pada hurcfg;

g Kepala Daegrah atau Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas
barang-varang milikk Wapb Pajak bertempat &f Badan Urusan Piutang dan
Leldng Negara (BUPLN) dalam wakiuw paling singkat 14 (empat belas) han
setelah pengumuman lelang;

h. Lelang tidak dilaksanakan apabita Wa)ib Papk telah melunasi hulang pajak
dan biaya peragihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau
putusan pengadilan pajsk atav objek lelang musnah.

Kerentuar mengenai  pelaksanaan 'henagihan pajak  dengan Surat Paksa

scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan h, diatur sesual
dengan Keétentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengajuan keberatin oleh Wajb Papk tidak mengakibatkan penundaan
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surar Paksa.
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Pelaksanaan penagihan pajpgk dengan Surat  Paksa, tidak mengakibatkan
penundaan hak Wajb Pajk mengajukan keberatan pajak dan mengajukan

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan  stau
pengurnsan sanks! administrasi.

Pasal 18

Fenagihan pajak dapat dilaltukan seketika dan sckaligus tanpa menunppu jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 avyat (1), apabila

2,

w3

.

(1}

(@)

)

{4

Wajilb Pajak akan memnggalkan Indenesiz untuk sclama-lamanya ataa bermat
untuk

Wajib Pajak memindalikan barang yvang dimilila atau dikuasai daiam rangica

menghentkan ataw mengecilkan kegiatan perusahsan atau  pekerjasn  yang
dilaltukan di Indonesia;

Terdapat tapda-tanda bahwa Wapb Pajakakan membubarkan badan uysahanya,
atau menggabungkan usahanya, arall memekaran usahanva, atau

mermindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau  dikuasainya, atau
rmelakukan perubahan beptuk lainnya;

Badan usaha ekan dibubarkan oleh pemerinlah dacraly;

Terjadi penyitean atas barang Wajb Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-
landa kepailitan.

BAB v
NOTA PEMBAYARAN

Pasal 19

Setiap Waljib Pajak restoran dalam mencatat transaksi/pentrimasn pembayaran
aas pelayanan restoras, wajib menggunakan nofa pembayaran (bill) yang telah
diporporas! ¢leh Badan Pendapatan Daerah Kecuali ade zin persetujuan dari
Kepala Badan,

Nota pembayaran (bl sebagaimana dimaksud pada ayat {1 dapat dibust/dicetak
ates blaya yang ditanggung Sendiri oleh Wwajin Ppjak atou disediakan Badan
Pendapaten Daerah,

Nota pembayaran (bil) yang pengadaannya dibuat/dicetek sendiri cleh Wajib
FPajpk sehbelum digunakan dalam transaksi/penerimaan pembayaran, terlebah
dabiuly diporparas) clelh Badan Pendapatan Daerah,

wajib Papk yang menggunakan nota pembayaran (bidl) yang tidak diporporas
oleh Badan Pendapatan Dacrah, dikenakan sanksi administras! berupa kenaikan
sebesar 200% [dua ratus persen) dari dasar pengenaan pajalk.

Fasal 20

Tawa cara penggunaan nota pembayaran (bill} dialur sebagal beriqul:

a.

Nota pembayaran (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 [tiga) dengan warna
berbeda dan harus memual:

b Penyeranan pesanan menu makanan dangataw mineman termasik Juga
tambahannya;

ko

Mormor urut dan seri;
3. MNama dan alamat usaha;
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1. Macam, jenis kuantum, harpa satuan per item {jenis) dan jumlah harga jual,
5, Jumlah pajak hotel yang harus dipungut.

b. Nota pembayaran (bil) harus digunakan secara berurutan dimulai dan nomeor il
keoil dan seri boaruf menuarat alphaber

c. Nota pembayaran atau (bl harus diserahkan kepads Subjek Pajak pada saat
Walb Pa)ek mengajukan jumlah yeng harus dibayar oleh Subpek Pajak atau
konsumen; '

d. Nola pembayaran ared (bl yang telah dibayar oleh Subjek Pajek atau kensumen,
diserahkan:

1, Lembar kesatu, untuk Subjelk Pajak atau konsumen |
2. Lembar kedua, untak Badan Pendapaian Daerab

3. Lembar ketiga, untuk Wajib Pajak vang bersangkutan.

Pagal 21

(17 Umtuk menampung perkembangan teknologl perekaman data transaksi usaha,
Wajlb Pajak dapat Menggunakan peralatan komputer atau mesin cush register
dengan terlebinh dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Daerah

atau Pejabat yang ditunjuk unwk dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban
melegalisanl nota pembayaran (bil]).

{2y Kepala Daerah i:iapat menyeiujui  otow  menclak permohonan Wajib  Pejak
sebagaimana dimeksud peda eyat (1}, secars tertulis berdasarkan pertimbangen,
antara lain peredaran wusaha dan tingkat kepatuharn Waljibh Pajak, intenmitas
pelavanan dalam transaks! usshanyadan kapasitds sena kemampuan teknis
peralatan komputer atau mesin cash register.

(3] Daiam hal Kepale Dacrah atau Psjabat yang ditunjuk menyetujui permohonan
Wajib Pelek sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, wajib pajak wajib.

a. Melaporican hosil transekei penerimaan &tas penggunaan lkomputer atau mesin
cash register secara berkala dengan melampirkan print out hasil transaksl pada

wektu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPTPD)
kepada Kepala Daercah;

b Menghubungkan perangkat koemputer atau mesin gash register diguns:karmya
dengan sistern pongawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Badan
Pendapatan Daerah secara online apabila diperlukan.

Pasa] 22

(1) Nota Pembayaran (bil], balk yang tertulis alau dicerak menggunakan komputer
maupun mesin ecash register, sebagai bukti transaksi peneritnaan perm bayaran
harus mencantumkan tarif pajak sebesar 10% {sepulub persen).

(% Apahila dalam nota pembayaran {billl yeng dibuat/dicetak olch Wajlb Pajak tidak
mencanturmkan tarif pajak 10% sepulub persen) maka harga sudah termasuk
pajak yang terutang.
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BAB- WV
FEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENCAWASAN
Bagian Kesalu

Fembukuan

Pasal 23

(i Wayb Park wajb menytlenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar
Aluntans] Keuangen Indeonesia atau prinsip pembukuan yang berlakua secara
umum.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (}) diselenggarakan dengan sebaik-
baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha ssbenamya.

(3 Pembulmian dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan

kegiatan usaha atau pekerjaan dan Wa)ib Pajak harus disimpan selama 5 {Ema)
Tahun . -

Fasal 24

Tata carn Walib Pajak menyelanggaraken pencalatan alas setiap transaksi penenmaan
pembayaran sebagaimana dimaeksud dalam pasel 23 ayat (2) adalah s bagai berkut:

o Waib Pajek menyélenggarakan 'pencatatan tentang pendapacan  bruto
usahanya sscars lengkepdan benar; -

D Pencatatan diselenggarakan secara Kronologis berdasarkan urnitan waktu,

¢. Apabila Wajib Pajak memiliki lebth dari 1 (safu) unit ysabha, maka pencatatan
dilakukan secara terpizah;

d. Pencatatan didukung dengan dukumen yang menjadi dasar perhitungan pajak
berupa nota pembayseran (bl atau dekumen lainnya.

Bagian kedaa

Permoeriksann

Pazal 25

(1} Delam rangka pemeriksaan papk restoran, Kepala Daerah atau Petugas
Pemeriksa wvang ditunjuk berwenang wmelakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan daecrah tentang pajak restoran.

(4  Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan
Tanda, Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah  Pemerksaan  serta
memperlhthatkan kepada Wapb Pajak yang diperiksa. :

(3] Wajib Palak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemerilisa

a. Memperlibatkan danjfatau meminjamkan buku alau cawalan dokumen yang
menjadi dasardokumen lain vang berhubunpan denpan pajak rerutang;

b, Memberikan kesempatan untuk  memasuki tempal  atau ruangan  yang
dianggap perlu dan memberi banivan guna kelancaran pemerksaan;

¢ Member kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas

opriame), stock nota pembayaran (&ff) rmAaUpun mesin cash register yang ada
pada pengelenggara,
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d. Memberikan data potenst dan keterangan vyang diperfukan secara henar,
lengkap dan jelas.

Dalam hal Wajlb Pejak yang diperiksa tidak memenuhi kewajban sebagaimana
dimakaud pada ayat {3 yang menyebabkan Petugas Pemeriksa menemuai
kesulitan dalam  menghitung nilai peredaran brate, maks untuk pengenaan
hesarnyapajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan
omzet atau penerimaan yang tertingg dalam 1 (satu) tahun pajak terakhir dan
dikenakan sanksi adrmrustras: berupa kenakan sebesar 4 (empat) kah jumlah
pajak tenuatang vang sehacusnya dibayar.

Hasil penghitungan hesarmya najak  terutang scebagalamana  dimaksud  pada
ayar{4) dapat diusulkan oleh Petugas Pemeriksa untuk ditctapkan secara jabatan.

Dalam  hal pemeriksaan  pembukuan  alau  audit, Kepala Badan dengan
persetujuan Bupatl dapat menunjukan Konsultan Pajle atau Auditor untuk
mendampingl Petugas Pemeriksaan Pajak

Untuk Kepentingan pengamapan Petugas Pemeriksa Pajak. Kepala Daerah dapat
meminta bantuan pengamanan dan  Aparat penegak hulkum  atau  mstansi
terkaitnya sesual dengan ketentuan peraturan peryndangan-undangan yang
berlaloa,

Apabila dalam pengungkapan pembuluan. pencatatan atau dokwmnen gerta
keterangan yang diminta, Wajb Papk terikat oleh suatu kewajiban untuk
merehasiakan, iny ditiadakan oleh permintaan untuk Keperluan pemeriksaan,

Dagian Ketigs
Pengawasan

Pasal 26

Dalam rangka pelaksanaan pengfwasan pemungutan pajak restoran, Wajib Pajak
berkewgfibhn meiaporian kepade Kepaia Dacrrh, paling lambac 1 {satu} bari kerja
sebelum menyelenggarakan kegiatan insidentil 4 restoran.

Untuk keperluan pelaksansaan pengawdsan, Kepala Dasrah  berwenang
menempatkan Perugas Pengawasan yang didenglkapi surar wuges dan/atau system
online [komputerisasi) di restoran.

Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wapb Pajak
sehagaimana dimaksud pada ayat (2} dilakukan dengan cara menghubungkan
mesin komputer yang dimiliki Wajb Pajak yang dipergunakan scbaga sarana
transaksi penerimaan dengan komputer milik pemerintah  kabupaten melalu
system jaringan nformasi Badan Pendapatan Dacrah secara online.

Pasal 27

Penempatan peralatan berfungsi sebagai aiat kontrel setiap kegiatan transaksi
dan biaya pengadaan peralatan tersebut menjadi kewajiban pemerintah Dacrah.

wajib Pajak harus memelihara peralatan (aguigment] sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan tidak mengubah program yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Daerah,

Penempatan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2),
dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional dan
perhitungan data omzet penjualan dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan
peraumbpangan-pertimbangan teknis tertentu.
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Setelah dilakukar pengawasan dengan batas wakiu cerientu vang ditetaplean oleh
Kepala Daerah atau Pejabal vang ditvnuk | maka Wanb Paak b erkewdjban untui
rmengls! dan menandatangani Berita Acara Hasil Pengawasan.

Apabila terjadi penolakan Wa)ib Pa)ak atas pencmpatlan peralatan scbagaimana
dirmmaksud dalam Pesal 27 ayar (2), maka haras disertal Surat Pernvataan
Penolakan Pemasangan Homputer dan Line Telepon oleh Wajibh Pajak.

Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran yang
dilakukan cleh Wajb Pajak, Petugas Pemeriksa Pajak Badan Pendapatan Daerah

melaksanakan perhitungan kembali atas pajpk terutang yang disetor tertinggf
dalarm Masa Pajk berjalan, ditambah sanksl administrasi berupa kenalltan
sehesar 2 (dua) kall jumlah pajak vang telah disetor terakbur. :

BAB I )
KEBERATAN, KERINCANAN, FEMEEBASAN PAJAK DaMN BaNDING
Bagian Kesal

Kebpratan

FPasal 28

Wejib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang

diturguk suatu SKPDKE, SKPEKET, B8KPLLE. 2KPDN gian SPTPD atas Pajak
ReSLOrAnN,

(1)

(2

fl)

Pasal 29

Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Desrah Sebegaimuna
dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan cleh Kepala Daerah atau Pejabat yang
dirtunjuk sesual denpan Kewenangannya,

Permohonan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan
selagar berikut: :

a. Permeohonan digjukan secara terwulis dalam Bahasa Indonesia, dengan disertal
alasan-alasan yang jelas,

b Dalaim hal Wiajib Pajak mengajuken kcberalan atas ketetapan pajak secara

jabatan, Wailb Pajak harus dapat membuktiikan ketidakbenaran ketstapan
pajak terschut;

¢. Sural permoehonan keberatan ditandatangani cleth Wajib Pajak dan dalam hal
permohonan  keberatan dikuasakan kepada pihak ldin® harus  dengan
melampirkan Surat Kuasa;

d. Surat permohonan keberatan dimjukan untuk satu Surat Ketetapan Pajak dan
untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak dengan melarmpirkan fotocopynya;

e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hulan sejak Surat Ketetapan Pajpk diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila
Wajlb Pajak dapat menunjukan bahwa jangka wakiu terscbur tudak dapac
dipenuhi karena diluar kekvasaannya.

Fasal 30

Fengavan keberatan yang Gdak mermnenubl persyaratan sebugamana -:l]rna_}csud
dalam Pasai 20 avat {2), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.
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(2] Dalam hal pengajan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 2) huruaf e,

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak
melengkapl persyaratan tersebut.

Fazal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajpban membayvar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajak sesual ketenrvan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal A2

(] Dalam jangka wakti 6 {enam] bulan sejak wanggal Surat Keberatan ditenma,
Kepala Daerah harus memberikan keputUusan atas keberatan vang diajukan oleh
Wajib Pajmk, yang ditvangkan dalem Surat Keputusan Keberatan,

{2)  Surat Keputusan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa meneruma
seluruhnya atau sebagian, menclak atau menambah besarnya pajalk terutang,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayar (1} telah Jewat dan
Kepala Daerah tidak memberjkan jawaban, maka keberatan yvang diajukan Waijik
Pajek dlangeap dikabulkan, '

[4) Keputusan kcberatan tidak menghlangkan hak Wajl Pajak umuk mergajukan
permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 33
Dalarn hal Surac Permohonan Keberatan memeriu kan psmeriksaan lapangan, maka:

4. Kepala Daerah memerintahkan Kepala Badan Pendapalan untuk melakukan
permerikeaan lapangan dan hasilnya ditwangkan dalam Lapeoran Hasil Pameriksaan.

b. Terhadap surat keberatan yang tidek memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala
Daerah melakukan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan  hasilnya
ditindaklan juti dalam Keputusan.

Fasal 34 -

{1} Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laperan Hasil Koordinasi
Pecmbahesan Kcberatan Pajak schagaimans dimaksud dalam Pasal 33, Kepala

Badan Pendapatan membuat telaahan staf vang bernsikan uraign pertimbangan
dan penllatan terhadap Keberatan Wanb Pajak.

(2) Berdasarkan telaahan staf sebagaimana dimaksud pada avai (1), Kepala Badan
Pendapatan memberikan  pertimbangan kepada Kepala Daerah untuk
ditindaklapjuti dengan menerbitkan Svrar Keputusan menslak, mengabulkan
scluruhnya atau sebagian permoehonan Keberatan Wanb Pajal.

Fesal 25

{11 Kepala Daerah karena Jabatannya atas permchonan Waub Pajak dapat
membetulkan Surat Heputusan Kebcratan Pajak  Restoran  yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, danfatau kekelmman
dalam penerapan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tentang  pajak
restoran. '

2) Permchonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, harus
dis ampaik an secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah selambat-
larpbatnya 30 {liga puluh] hard sejak tanggal dierimanya Surat Keputusan
Keberatan dengan memberikan alasan yang jclas,
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Bagian Kedus

Kenniganan dan Pembebasan Pajuk

Pasal 36

Wajh Pajpk yang melaksanakan Pungutan Pajake 10% (stepuluh persen} atas
pokek papk terhatang tdak dapat dibenkan keringanan pajak terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah. :

Walb Pajale dapat mengajukan permnhonfm kernganan aton pembebasan Pajak
Restoran hanya Kepada Kepala Daerah.

Permohonan pengurangan, kernnganan atau pembebasan pa)ak barus diajikcan
scoara  tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta  melampirkan
[atocopy Kartu Tanda Penduduk atay  identitas pemohon, fotocopy surat
ketetapan pajak yang dimehonkan dengan mencantumkan alasan sccara jelas,

Alas permohonan pengUrangan, keéringanan aau pembebasan pajak, Kepala
Dacrah mejakukan penelitan mengena; _burkas permohonan dan kelengkapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Alas ¢lashandan pertimbangan dari Kepaln Bidang Pendaitaran. Pendataan dan
Penetapan dan Hepala Bidang Penagiban dan Keberatan maka Kepala Badan
merakomendasikan untuk menerbitkan Surat Keputusan menslak, mengabulkan
seluruhnya atau sebagian Keberatan Wajib Pajpk.

Paszi 37

Atas perrnchonan pengurahigan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2},
Kepala Daerah atau Pejabat yang dirunjuk dalam het inl Keprle Badan depat
memberikan penguranganpajak restoran untuk setinggi-tingginys 50% (lima puhih
ppersen) darl pokok pajak.

(]

2]

(3]

(1)

(2)

Pasal 38

Permohenan keringanan pgjak resworan sebagaimena dimaksud dalam Pesal 37
ayal [2), diberikan cleh Kepala Dacrahn t berups pemberian mngsuran perabaysran
pajak terutang ataw penundean pembayaran pajak tetotang.

Pernberian keringanan Pajak Res:oran srbagamana dimaksud pada ayat [}
diberikan berdagarksn pertimbangan keadaan tertent yang dialanm Waib Pajak.

Ruang lingkup keringanan pajak berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu
EEbagaimana ditnglesiad pada aver {f:'_.]J akan diatur tersendin oleh Keputusan
Kepala Daerah.

Baman Ketiga
Banding

Pasal 39

Wayh*Pakak dapat mengajukan permohonan banding hanya Kepada Fengadilan
Pajak tethadap keputusan mengenal keboatan yang ditetapikan olch Kepala
Daerah atan Pepbal vang ditunjul,

Permnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diayjukan sceara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu pakng lama
3{tiga) ulan sejak chutuban Keberatan diterima dcngan d1lamp1rkﬂn salinan
Surat Keputusan terscbut,
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{3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 40
1}  Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu} surat banding.

127 Wajib Pajak dapat mengajukan Surat Pernvaraan Pencabutankepada Pengadilan
FPajak.

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pacia ayal (2] dihapus daftar
sengketz dengan:

a. Penetapan Keta dalam Surat Permydlaan Pencabutan diajukan  sebelum
sidang dilaksanalkan.

b Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam Surat
Pernyataan Pencabutan diajukan dalam sidang atas persetnjuan terbanding.

Pagal 41

Selain dari persyarstan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dalam hal banding
hanya dapat digjulkan: apabila jumlah pajek yang terutang dimaksud teiah dibayar
sebesar 50% (dme puluh persen).

BAB VI
PEMBETULAN. PEMBULATAN, PENGURANCAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 42

(1) Kepaln Daersh atas permohonan Wajb Pojpk atau Karena jabatannya dapat
mamberulkar susty SKPDKH SKPODKBT, SKPDLBSKFUON yang daium
penerbitannya terdapat Kesalahan tulis, kesalahan hitungan/atau kekeliran
penerspan Peraturan Daerah.,

(2] Pelaksanaan Pembetulan SKPDKB, SKPDKBTatau STPD ates permohonan Wajib
Pajak sebagaimana dimakeud pada ayar (1) dilakukan sebagai berikcut:

8. Permohonan diajuken kepada Kepala Daersh daiam jangka wsaktu 3 (tiga)
bulan setelah surat ketetapan pajak sebagsimane dinaksud pada ayat (Ul
diterima, kecuali apabila Wajb Pajak dapat menunjukan bohwa janghka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di lwar kekuasaarnya;

b, Terhadap SKPDKB, SKPOKBT atau STPD yang akan dibetalkan baik karena
jabatan atau atas permohonan Wajib Pajgk sebagaimanz dimaksud pada1 ayat
{1}, dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kegalahan hitung

dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak
Restoran;

c. Apabila dari hasil penelitian scbagaimana dimaksud pada huruf b ternyata
terdapat  Kesalahan tulis, kesalahan hitung danfatau  kekeliruan dalam
penerapan Peraturan Daerah tentang Pajpk Restoran, maka SKFPDKB,
SKPODKBT atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya,;

d. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada
hurdl ¢ dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan
Ketetapan Pa'jpk oleh Kepala Dacrah;




[}

2)

(3]
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e, Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak seﬂagaﬁmana dimaksud pada
huruf ¢ haris disampaikan kepada Wajlib Pajak paling lambat 3 {tigaj han
kerja sejak diterbitkan;

. Surat Keputusan Pembpetulan Ketetapan Pajpk hamas dilunasi dalam jangka
waltu paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterbitkan;

g. Dengan diterbitkannya Burat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak maka
SKPDKB, SKPDEBT atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip
dalam administras! perpajakan;

h. SKPDKE, SKPDKBT atau STPD .seﬁula_ sebelum  disimpan  sebagal arsip

sebagaimana dimaksud pada hurul g, harus diberi tanda silang dan paraf
serta dicantumkan kata-kata “Dibatallan”;

¢t Dalam hal permohonan Wajh Pajak ditolak maka kepada Kepala Daerah
segera  menerbitken  Surat  Keputusan Penglakan Pembetulan SKPDXB,
SKPDKBT sdtan STPD.

Fasal 43

Kepala Dacrgh karena jabatannya alau aas permononan Wajb Pajak dapat
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
atau kenaikan pejak yang terutang dalam hak sanks: tersebur dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Fengurangan atau penghapusan sanksi adminisirasi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajsk terutang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat dilakukan
terhadap: : '

8. Sahksl administresi berupa bunga disebabkan keteriambatan pembayaran
pada masa pajek;

k. Banksi administrasi berupa bunga, denda dan/etau kenaikan pajak dalam
Surat Keretapan Pajak Daerah.

Tata cara pengurangan atsu penghapusan sanks! administrasi berupa bunga
den/atau denda disebabkan Keterlambaian pembeyaran pada masa pajak
scbagaiamana dimaksud pade ayat (@) hurul a, dilskukan sebagal berikat:

. Wajlb Pejsk mengajuken penmohonan pengurangan/penghapusan  sccars.
tertulis kepada Kepgla Daerah dalam wekta peling lama 7 {tujuh) hari setelah.
jatuh tcmpe pembayaran pajgk terutang, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut udak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasannya;

b. Surat permchonan scbageimana dimaksud hwufl a harus mencantumkan
alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajk ataun bukan
karena kesalahannya dan melampirkan Surat Setoran Pajpk Daerah yang
telah diisi dan ditandatangam Wajib Pajak;

. Terhadap peruchonan vang ditolak, Kepala Daerah:

1. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanks! administrasi berupa bunga,
ataly

2. Menulis catatan/keterangan pada  sarana  pembavaran  S5PD yang
menerangkan hahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 24 {dua persen] perbulan unwk  kemudian
dibubuhi tanda tangan dan nems jelas Kepala Daerah dan selanjutnya
menerbitkan STPD yang rnemuat sanksi administrasi berupa bunga 2%
{dua persen) dimaksud.




{4)

(5]

)

(7

&)

1<)

P

d. Terhadap permechonan yang disetujul atau karena Jjabatan berdasarkan alasan
vang dapat diterima, Kepala Daerah mengurangkan atau menghapus sanksi
administras] bunga atau denda akibalt keterle mbatan pembayaran pada mesa
pajak, dengan cara menuliskan catatanfketerangan pada sarana pembayaran
33PD bahwa smanksi terseliul dikwangkan ataw dibapuskan serta dibubuadi
landa tangan dan nama jelas Kepala Daerahy,

¢ Wajb Papk melakukan pembaya-an pajak dalam ywakiu 1 x 24 (satu kal dua
puluh ernpat) jam sejk disetujuinya permohonan tersebut pada huruf d;

{  Terhadap permohonan vang diiolak, Kepala Taerah:

l. Menuliskan catatanfketerangan pada sarana pembayaran 5S3PD bhahwa

sanksi tersebut dikenalcan sebesar % [dua persen) perbulan untuk
kermudian dibubuhi tanda tangan dar nama jelaskKepala Badan;

2. Menerbitkan STPD atws pengenaan séanksi bunga terscbut.

Pengurangar  atau penghdpusan sankst administrasi berupa bunga, denda
danfatau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STFD
schagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b, dilaloukan sebagal berikut;

a. Wajib Pajak mengajukan permghonan sccars tertulis kepada Kepala Daerah
dalam 'jangka waktu 4 {cmpat] bulan s#jgk Sural Ketetapan Pajk Daerah
diterima oleh Wajih Pajak, kecuali apabila Wgjib Pgjak dapat menurn jukan
bahwa jungra wakiu tersebul tidak dapat dipen ubi xarena keadaan di luar
kekuasannys,

b. Permohonan sehagaimana dimaksud pada hurul a harus mencantumkan
alasan yang jelas serta melampirkan :

1. Surat Pernyataan kekhiafan Waib Pajmk atau bukan karena
kesalahannya; :

2. Surar Ketetapan Pajuk Daerwh yang menetapkan adanyas kenaikan pajek
terutang.

Berdasarkan suret permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf b
Kepala, Daersh menunjuk Pejabat untuk mwelakukan penelitian administrasi
tertang kebanaran dan siasan Wajib Pajak maupun lampirannys sebagaimana
dimaiksud pada ayat {4} hurul .

Terhadap pengurangan eatau penghapusan sanksi adminisirasi  penelitian
administrasi dilakuken oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk,

Apabila dianggap perlu  ptnnchonan  vang  memerlukan  penehtian dan
pembahasan materi lebih mendalam maka Kepale Daerabh memperubangxan
masukan Kepala Badan Pendapatan Dacrah.

Atas dasar hasil penelitian administrasi scbagaimana dimaksuc pada ayat (3]

atau ayau [6), dan/ atau hasil rapat koerdinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7}, Kepala Badan membuat telashan pertiimbangan atas Ppengurangan atau
pengahapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan persstujuan  atau
pernolakan dari Kepala Daerah

Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui,
maka segera memberikan pengurangan alau penghapusan sanksi administrast
berupa bunga atau denda danjatau kenaikan pajpk terutang yang {ercanturn
dalam Surat Ketetapan Pajk Daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah yang telah
diterbitkan dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan dan
Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan _Fa_]ak
Daerah atau Surat Tagihan Pajpk Dacrah semula, serta ditandatangan oleh
Kepala Daerah.
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ilO] Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8} ditolak,

(1)

(2

(3)

maka *segera menerbitkan Surat Keputusan Penclakan Pengurangan dan
Penghapusan 3anksi Administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
Wajlb Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 {tujuh] hari setelah
menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sankst Admunistrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (¥) dan Surat Keputusan Penolakan

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagaimans dimaksud pada
ayat {10}, ' '

Paga] 44

Kepala Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Papk dapat

mengurangkan amau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila
terdapat: '

a Novum atau falkta baru yang belum terungkap pada waktu pemerksaan
untuk  menentukan besarnya papk  terutang | Sedangkan  batas  walktu
pengajuan pembetulan Surar Xetetapan Pajak Daerah  alau  pengajuan
penguarangan dan penghapusan sanksi adminstras telah terlampln ataw

h. Novirm ataun  fakta baru yang  bojum Lerungkap  discbabkan  tidak
dipertimhangkannya pengajusn keberatan atau pengajuan pembetulan Burat
Keietapan Pgjuk Dagrah atw peogajuan pengurangan dan  penghapusan
sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal yakni
penigajuan permohosnan melampaui batas wak!u yang telah ditentulcan.

Ketetapan pajak _acbggmma_ng dimaksud pada ayat (] adalah jumiah pokok pyjak

ditamizal sanksl admimietrasi berupa bunga, denda danfatau kenaikan pajak

yvang tercantim dalam Surat Ketstapan Pajak.

Pengurangan atau pembetalan Ketetapan pajsk atas dasar permohonan Wajil
Pajek, ditentukan sebagai berikut:

g, Surar perrmohonan Wejb Pajek didukung colch Novwn awau fakia barw yang
meyakinkan sebagaimana dimalksud pacda ayat {1);

L. Dalam sural permohonan Wayb Pajak harus dilampirkan cokumen berupa
[ ST Y

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang digjukan permohonannya:
2. Dokumen yang mendukunp diajukannya permohonan

'3, Derkas permohonan berikut bukti penolakan keberaten atau b deti
perolakan  pengurangan — dan  penghapusan  sanksi admini:slr'.rasi.
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), pengajuan permohonan yang tdak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurl_lf b,
tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohenan dikembalikan
kepada Waib Pajak;

4, Pcngurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakurkan
sesual permintaan Kepala Daerah atau atas usulan dan Kepala Badan
Pendapatan berdasarkan perfimbangan  keadilan  dan adanya temuan
baru:

5. Alas dasar permohonan Wajb Pajak sebaagaimana dimaksud paca dyat i3)
dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayar
i4), Kepala Daerah memerintahkan lkepala Hadan untuk mernbahas
pengurangan atau pembalalan ketetapan pajak.

&4 Hasil pemahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5} dilaporkan Kepala
Daerah dengan melampirkan telanhan - perumbangan - arau
pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak.
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7. Berdasarkan Laporan Kepala Badan Pendapatan serta  telaahan
pertimbangan pengurangan/pembatalan  ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud peda ayat (6), Kepala Dasrah memberikan kepurusan berupa
mererima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atan menerima
atau menolak pembatalan kotctap an pajak.

8. Alas diterbitkannya Sural Kepuitusun Pengurangan atau  Pembatalan
Ketetapan Pajak stbagfimana dimaksud pada ayat (8 harol s, Kepala
Badan Pendapatan segera melakukan:

a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menpusulkan
kepada Kepala Daerah untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang
baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki Surat Ketetapan
Pajak yang lama;

b Pemberiun tands silang pada Surat Ketetapan Pajak vang lma dan

»  stlanjutnya diberi ceratan/keterangan bahwa surat Ketetapan pajel
‘Dibatalkan”, serta  dibubuhi paral dan  pama pejabat  yang
bersangkutan,

¢. Memerintahkan kepada Wajib Pgjek untulc melakukan pembayaran

vang bary;

d. Terhadap Surat l{ctetapan' Pajak yang telah dibatalkan sebagaimana
dimaksgud pada huruf b, disimpan uebogei arsip pada administrasi
perpajakan;

¢ Atas diterbitkannya Surai Keputusan Penolakan Pemgurangan ataw
Pembatalan Keistapan Pejak acbagaimana dimaksud pada ayat (8)
nuruf{ b, maka Surat Ketetapan Pgjak yang telah diterbitkan dilakukan
dengan Surat Keputusan jni. .

BAB 1X |
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN |

Pasal 45

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas  kelebihan
pembAyaran pajeldc restoran kepacds Bupati melahy Hepale Badan dan

Pengembalian kelebihan pembavaran stbagsimiana dimaksud denpan ayst (]
digebablkan adanya kelebibhan pembayaran papak yang telah dizetorkan e Kas
Dacrah atau Bendahara Penerimaan Cadan Perdapatan Dacrah dan berdasarkan:

2.
b.

Perhiiungan dan Wagb Pajak;

Surat Keputusan Keberatan atau  Surat Keputusan Fembeétulan, Surat
Keputuzan Pembatalan dan Pengurangan Ketstapan dan Surat Keputasan
Pengurangan atau Penghapusan sanks! administrasi;

Futusan Banding atau putusan peninjauven kembali;

Kehijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak
berdasarkan kelenluan peraturan perundang-undang: vt

Atas pertnohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {11 Kepala Badan
atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian 2tap pemenksaan
terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pa@ak dan pemenuhan kewajiban
pembayaran Papk Dacrah lainnya cleh Wanb Pajak
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(4} Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {l], Kepala Badan

dalam jangka waktu paling lama 3 (Uiga} bulan sejak diterirnanya permohonan
harus memberikan keputusan.

(% Kelebthan pembayaran pajak yang sudah disctor dapat dikembalikan kepada
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restitusi dengan cara:

a. Wajib Pajak atau Penzmggung Pajak mengajukan permohonan sebagaimana
cimaksud padaayat 1) secara tertulis yanp dibubuhi materai cukup, paling

lambat 3 (tiga] bulan sejpk saat timbulnya kelebihan pernbayaran pajak,
dengan melampitlian dokumen;

1. Identitas penduduk/KTP pemohon;

2. SPTPD untuk masa pajek yang menjadi dasar permohonan,
3. Asli tanda bukt pembayaran pajak;

4. Urajan perhitungan pajak menyrt wa)ib Pajak.

b. Setelah Wajib Pajpk atau Penanggung Pojak menerima SKPDLE, Kepala Badan
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMEKPD);

c. Kas Dasrah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dan
S5pMU .

(6] Apabila Wajb Pajak mempunyai utang pajk lainnya, kelebihan pembayaran
pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
tersebut; '

(7} Apabila kelebihan pémbayaran pajak diperhitungkan dengan utarg pajplk lainnya
sebagaimana dimaksud pada avat (6], pembsyaran dilakukan dengan cara
pemindahbuknan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku  sebagal  bukti

pernbayaran.
BAB X
KETENTUAN FENUTUP o

Pasal 456
Feraturan Bupati i mulal berlalu pada tangpal diundangkan.

Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerabh Kabupaten Maluku Tengeh.

=== Ditetapkan di Masahi .
// Detrtanpggal 26 Mes 2018
b, X 71 MALUKU TENGAH, 4

——

Dwindangkan di Masohi e
pada tanggal 26 Mo pd OIf.
PENJABAT SEKRETARIS DﬁERA]—/
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